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Sepakat Batasi Jabatan Hakim

JAKARTA-Menteri Hukum dan
Hak Asasi. Manusia (Men-
kumham), Yasonna Laoly sepa-
kat terhadap adanya pengurang-
an masa jabatan hakim yang
diusulkan oleh Komisi III DPR
RI. Namun, eksekutif belum me-
nyepakati usulan legislatif bila
umur pensiun hakim harus 65
tahun.

“DPR sudah mengajukan RUU
Jabatan Hakim, kita sudah bahas
dengan internal pemerintah.
Memang DPR meminta umur
pensiun hakim 65, kita sudah
mengoordinasikan dengan te-
man-teman di pemerintah prin-
sipnya ada pengurangan tapi ti-
dak se-ekstrim DPR. Ya, sedikit
di atas 65, antara 66-67. Di situ
kita lihat nanti pergeserannya,”
ujar Yasonna Laoly, Men-
kumham kepada wartawan di
Komplek Parlemen, Senayan,
Senin (13/2).a

Antara pemerintah dan DPR,
sambung Yassona, terus melaku=

kan koordinasi untuk membahas:

RUU Jabatan Hakims Iamemper
cayai RUU tersebut-akan mere-
formasi sistem pengadilan yang
lebih baik. “Kami akan terus
membahas ini nanti dengante~

man-teman DPR dalam rangka
reformasi, penguatan sistem

pengadilah, peran hakim, baik
hakim; PN, hakim tinggi maupun
hakim MA, kita akan kaji lebih
dalam lagi untuk peningkatan
kualitas pengadilan,” tuturnya.

Ketua Komisi III'DPR'RI; ©
Bambang Soesatyo berharap

batas usia hakim memang ideal-
nya 65 tahun. Terutama, untuk
Ketua MA. Hal tersebut agar MA
ke depan lebih efektif walau da-
lam UU dimungkinkan batas
usia maksimum 70 tahun.

Menurut politikus Golkar itu,

sistem atau mekanisme promosi,

mutasi, pembinaan hakim, dan

pengawasan pun harus.diper-.
baiki. Praktik promosi, mutasi

dan pengawasan di tubuh MA
selama ini sarat nuansa kolusi
dan nepotisme.

“Orang baik dan kapabel diker-
dilkan, serta yang kritis dising-
kirkan. Akibatnya, banyak kasts
penempatan dan-p

l((e%;ugasan ;
hakim tidaktepat, baik'ditingkat

pengadilan negerihingga peng-
adilan tinggi,” ungkap dia.
Oleh'karenanya, kata dia, salah
kelela di MA ini harus segera
diperbaiki. Presiden diharapkan

ssegera memerintahkan Sekre-
-~ taris MA menyusun program ;
* pembenahan yang harus dikon-

sultasikan dengan Ketua MA.
Diketahui, DPR memutuskan
RUU Jabatan Hakim masuk da-

lam Prolegnas /2015-2016.

Tujuannya agar peraturan ini
dapat menjaga independensi;

meningkatkan profesionalisme

#dan kehormatan hakim.

Dalam RUU Jabatan Hakim
tersebut, ada beberapa poin

yang p enting. Pertama, menge-
- nai kedudukanthakim sebagai

pejabat negarg (Hakim Tingkat
Pertama/Pengadilan Negeri,
Hakim.Banding dan Hakim

Tingkat Kasast). Kedua, menge-*
nai keterlibatan Komisi Yudisial

(KY) dama proses seleksi peng-
angkatan Hakim tingkat pertama
dan tetap perlu dilibatkan dalam
hal pengawasannya.

" RUU Jabatan Hakim juga

mengakomodasi mengenai sya-

-Tat seseorang untuk dapat diang-

kat menjadi Hakim Tinggi.
Diantaranya harus berpengala-
man paling singkat lima tahun
sebagai Ketua atau Wakil Ketua
Pengadilan tingkat pertama atau
paling singkat berpengalaman
15 tahun sebagai Hakim Penga-

dilan tingkat pertama.

RUU Jabatan Hakim nantinya
juga akan mengatur mengenai
keterlibatan pihak lain dalam
proses promosi, mutasi dan uji
kompetensi calon hakim tinggi.
Baik promosi maupun mutasi
diakomodasi dalam tim, de-
mikian juga dalam hal uji kom-
petensi hakim yang melibatkan
Perguruan Tinggi.

Terakhir, RUU Jabatan Hakim
akan mengatur usia pengangka-
tan Hakim Agung dan masa jaba-
tan. Untuk usia, umur Hakim
Agung paling rendah yaitu 45
tahun dan paling tinggi 60 tahun.

. Sementara masa jabatan hakim,

RUU tersebut menetapkan lama
seseorang menjabat sebagai
Hakim Agung yaitu lima tahun.
Namun, bisa diperpanjang kem-
bali dalam jabatan yang sama

_setiap lima tahun berikutnya se-

telah dievaluasi'oleh DPR. (aen)



